BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai
implementasi prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya di
Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa prinsip non-
refoulement ~merupakan norma dasar dalam hukum pengungsi
internasional yang bersifat mengikat secara universal (jus cogens). Prinsip
ini menegaskan larangan bagi setiap negara untuk mengusir atau
memulangkan seseorang ke negara asalnya apabila terdapat ancaman
terhadap keselamatan, kebebasan, atau kehidupannya. Meskipun baik
Indonesia maupun Malaysia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951
dan Protokol New York 1967, kedua negara tetap terikat oleh prinsip ini
sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (customary
international law) dan tanggung jawab moral terhadap perlindungan hak
asasi manusia.

Implementasi prinsip non-refoulement di Indonesia menunjukkan
pendekatan yang bersifat kemanusiaan dan administratif. Pemerintah
Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah berupaya memberikan
perlindungan dasar bagi pengungsi dengan melibatkan kerja sama antara
pemerintah, UNHCR, IOM, dan organisasi kemanusiaan seperti Jesuit

Refugee Service (JRS). Meskipun secara praktik Indonesia tidak
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melakukan deportasi terhadap pengungsi Rohingya, pelaksanaannya masih
menghadapi kendala berupa tidak adanya mekanisme hukum substantif
mengenai status pencari suaka, keterbatasan kapasitas penampungan, serta
belum adanya alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Dengan demikian,
penerapan prinsip non-refoulement di Indonesia masih bersifat moral dan
administratif, belum komprehensif secara yuridis.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan kebijakan yang
lebih restriktif terhadap pengungsi Rohingya. Berdasarkan Immigration
Act 1959/63, Malaysia mengklasifikasikan pengungsi sebagai imigran
ilegal tanpa status hukum yang jelas. Akibatnya, banyak pengungsi
Rohingya di Malaysia mengalami penahanan, deportasi, dan pushback
boat yang bertentangan dengan prinsip non-refoulement. Walaupun
Malaysia bekerja sama dengan UNHCR, kerja sama tersebut hanya sebatas
proses pendaftaran administratif tanpa adanya jaminan perlindungan
hukum yang memadai. Dengan demikian, kebijakan Malaysia lebih
menitikberatkan pada aspek keamanan nasional daripada perlindungan
kemanusiaan, sehingga implementasi prinsip non-refoulement belum
berjalan secara efektif.

Dari hasil perbandingan kedua negara, terlihat perbedaan mendasar
dalam pendekatan yang digunakan. Indonesia menekankan nilai
kemanusiaan dan tanggung jawab moral, sementara Malaysia
menonjolkan kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional. Namun,

keduanya memiliki kesamaan dalam hal belum tersedianya kerangka
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hukum yang secara eksplisit menjamin perlindungan pengungsi secara
menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi kebijakan antarnegara
di kawasan Asia Tenggara agar prinsip non-refoulement dapat diterapkan
secara konsisten dan efektif. Kerja sama dalam kerangka Bali Process dan
ASEAN Human Rights Declaration perlu diperkuat agar menjadi
mekanisme regional yang mampu memberikan perlindungan bagi
pengungsi, khususnya etnis Rohingya, secara berkelanjutan dan berbasis

kemanusiaan.

Saran

Sebagai penulis, saya menilai bahwa penerapan prinsip non-
refoulement di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan
Malaysia, membutuhkan langkah konkret dan sistemik agar dapat berjalan
sesuai dengan standar hukum internasional. Untuk Indonesia, pemerintah
perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun
2016 agar memuat aturan pelaksana yang lebih rinci dalam bentuk
Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur mekanisme
penyelamatan, pendaratan, dan penanganan pengungsi, termasuk tanggung
mekanisme kesiapsiagaan berbasis skenario, yang mencakup pembagian
peran antarinstansi, sumber pendanaan, serta prosedur perlindungan
sementara bagi pengungsi yang belum memperoleh status resmi dari

UNHCR. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran nasional
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khusus untuk mendukung lembaga kemanusiaan seperti UNHCR, 10M,
dan JRS yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan bagi
pengungsi.

Penulis juga merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional
Penanganan Pengungsi sebagai lembaga lintas kementerian yang berfungsi
mengoordinasikan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan implementasi
prinsip non-refoulement di Indonesia. Komisi ini diharapkan menjadi
pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
organisasi internasional. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu
mengembangkan mekanisme perlindungan sementara (temporary
protection) bagi pengungsi yang masih menunggu proses penempatan ke
negara ketiga, sebagai wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, untuk Malaysia, penulis menyarankan agar
pemerintah segera menyusun Undang-Undang Perlindungan Pengungsi
(Refugee Protection Act) yang mengatur hak dan kewajiban pengungsi
secara nasional tanpa harus menunggu ratifikasi Konvensi 1951. Undang-
undang ini perlu memuat jaminan dasar seperti perlindungan dari
deportasi, hak atas layanan kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap
bantuan hukum. Pemerintah Malaysia juga perlu memperluas nota
kesepahaman (MoU) dengan UNHCR agar status pengungsi yang terdaftar
diakui secara administratif dan terlindungi dari tindakan penahanan atau

pemulangan paksa.
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Sebagai upaya jangka panjang, penulis merekomendasikan agar
Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang
kemanusiaan melalui forum Bali Process dan mekanisme ASEAN, dengan
menekankan pembentukan Regional Refugee Response Framework untuk
mengatur mekanisme penyelamatan di laut, redistribusi pengungsi, serta
pembagian tanggung jawab (burden-sharing) antarnegara. Kolaborasi ini
tidak hanya akan memperkuat citra kedua negara sebagai pelopor
kemanusiaan di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam
memastikan bahwa prinsip non-refoulement ditegakkan secara konsisten,

adil, dan berperikemanusiaan.
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perkenalkan nama saya Darren Saviola, saya
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beberapa pertanyaan kepada bapak terkait
dengan apa yang saya teliti yaitu mengenai
implementasi prinsip non-refoulement di
Indonesia dan Malaysia khususnya dalam
menangani pengungsi Rohingnya.

Narasumber

baik silahkan

Darren

Baik bapak, yang pertama ingin saya
tanyakan Adalah Bagaimana Bapak melihat
implementasi prinsip non-refoulement di
Indonesia dan Malaysia sejauh ini?

Narasumber

Indonesia berulang kali menyatakan bahwa
mereka menghormati prinsip non-
refoulement. Namun dalam praktiknya,
prinsip ini belum diterapkan secara konsisten.
Misalnya, pengungsi yang datang melalui laut
sering kali tidak langsung diizinkan
mendarat, padahal seharusnya mereka tidak
boleh dipulangkan sampai status pencari
suakanya dinilai oleh UNHCR. Masalahnya,
belum ada mekanisme resmi di Indonesia
yang mengatur pernyataan seseorang sebagai
pencari suaka. Ini yang sering menjadi celah
hukum. Sedangkan di Malaysia sama saja
seperti di Indonesia.

Darren

Bagaimana JRS  memandang  peran
masyarakat lokal dalam implementasi prinsip
non-refoulement?

Narasumber

Respon masyarakat lokal sangat penting. Di
Aceh misalnya, banyak masyarakat yang
secara  spontan membantu  pengungsi
Rohingya ketika kapal mereka terdampar. Ini
bentuk nyata pendekatan humaniter. Namun,
kadang muncul resistensi karena kurangnya
informasi dan dukungan dari pemerintah.
Maka dari itu, pendekatan humaniter harus
diimbangi dengan edukasi publik agar
masyarakat paham bahwa pengungsi bukan
ancaman bagi keamanan teritorial, melainkan
korban krisis kemanusiaan.

Darren

Apa tantangan terbesar JRS  dalam
memberikan perlindungan kemanusiaan bagi
pengungsi Rohingya di Indonesia?

Narasumber

Tantangan terbesar ada dua: kebijakan dan
pendanaan. Secara kebijakan, Indonesia
hanya punya Perpres No. 125 Tahun 2016
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yang sifatnya administratif, tapi
implementasinya lemah. Misalnya, Basarnas
seharusnya mengevakuasi kapal pengungsi
dan mengarahkannya ke imigrasi, lalu ke
pemda  untuk  penampungan. Namun
mekanisme ini jarang berjalan. Dari sisi
pendanaan, pemerintah tidak mengalokasikan
APBN, sementara lembaga internasional juga
makin terbatas bantuannya. Akibatnya,
banyak pengungsi yang akhirnya hidup tanpa
dukungan layak.

Darren

Bagaimana bentuk koordinasi antara JRS,
UNHCR, dan pemerintah daerah dalam
menangani pengungsi Rohingya, khususnya
di Aceh?

Narasumber

Di Aceh, JRS aktif dalam capacity building
dan koordinasi rutin dengan pemerintah
daerah, UNHCR, IOM, serta organisasi lokal.
Kami melatih aparat dan masyarakat dalam
penanganan pengungsi dan berkoordinasi di
kamp-kamp penampungan. Contohnya, di
Lhokseumawe kami membantu pemerintah
menyiapkan lahan dari pesantren untuk
digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi
selama 15 tahun ke depan. Kami juga terlibat
dalam penyusunan draf regulasi dan
dokumentasi kegiatan kemanusiaan.

Darren

Menurut JRS, apakah pemerintah Indonesia
sudah menjalankan prinsip non-refoulement
sesuai standar internasional?

Narasumber

Belum  sepenuhnya. Secara  normatif
Indonesia mengakui prinsip tersebut, tetapi
dalam praktik masih sering terjadi pushback
boat atau penolakan kapal pengungsi.
Padahal prinsip non-refoulement berlaku
universal, bahkan bagi negara yang belum
meratifikasi  Konvensi  Jenewa  1951.
Harusnya, begitu seseorang menyatakan diri
sebagai pencari suaka, dia tidak boleh ditolak
atau dikembalikan ke tempat yang berisiko
bagi keselamatannya.

Darren

Apa rekomendasi JRS kepada pemerintah
Indonesia agar prinsip non-refoulement dapat
dijalankan lebih efektif?

Narasumber

Pertama, perlu ada revisi Perpres No. 125
Tahun 2016 agar lebih operasional dan
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berbasis skenario. Misalnya, kalau ada kapal
pengungsi datang, siapa yang bertanggung
jawab, dibiayai oleh siapa, dan ke mana
mereka akan diarahkan. Kedua, perlu dibuat
sistem kesiapsiagaan dan koordinasi lintas
sektor, termasuk dengan forum regional
seperti Bali Process. Dengan mekanisme
yang jelas, penanganan pengungsi akan lebih
manusiawi dan efektif.

Darren Baik bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir
saya, terima kasih atas kesediaan waktu untuk
melakukan wawancara pada hari ini.

Narasumber | Ya, sama-sama




